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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap manusia dipastikan akan mengalami beberapa peristiwa 

hukum di antaranya kelahiran dan kematian. Peristiwa hukum menurut Van 

Apeldoorn, merupakan peristiwa sosial yang dapat melahirkan atau 

menghilangkan hak dan kewajiban serta sebab-akibatnya diatur oleh 

undang-undang.1 Peristiwa kelahiran memunculkan akibat hukum berupa 

hak dan kewajiban, salah satunya yaitu hak keperdataan yang mana hak 

tersebut dimiliki oleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan 

kecuali seseorang tersebut meninggal dunia. Hak keperdataan dapat berupa 

hak waris, hak nasab, hak nafkah, dan hak wali.2 Kematian seseorang juga 

menimbulkan hak dan kewajiban, di mana pihak keluarga maupun orang 

lain memiliki kewajiban untuk mengurus dan memakamkan jenazahnya.3 

Sedangkan, bagi anggota keluarga memiliki hak yang berkaitan dengan 

kebendaan atau biasa disebut dengan hak waris.4 

 
1 Simatupang, E. F. (2020, May 21). Peristiwa Hukum. Retrieved from 

BERANDAHUKUM.COM: https://www.berandahukum.com diakses pada 14-09-2024 pukul 21.20 
WIB. 
 

2 M. Hajir Susanto, Y. P. (2021). KEDUDUKAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN 
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. JUSTISI, 116. 

3 Andi Chandra Kurniawan, P. I. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM 
TENTANG HAK AHLI WARIS PENGGANTI (MAWALI) DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI MANDAR 
(Studi Putusan no. 206/Pdt.G/2015/Pa. Pwl). Qadauna, 147. 
 

4 Ibid 
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Hukum waris di Indonesia bersifat pluralis karena diberlakukan tiga 

sistem hukum yakni hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum 

waris adat. Hukum waris Islam adalah salah satu sistem hukum yang 

digunakan di Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia 

menganut agama Islam. Menurut Ali ash-Shabuni sebagaimana dikutip oleh 

Naily Fadhilah mengemukakan bahwa kewarisan Islam adalah aturan 

mengenai pembagian hak milik dari pemiliknya yang telah meninggal 

kepada para pihak yang memiliki hak untuk mewarisinya.5 Selain diatur 

dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, kewarisan Islam di Indonesia juga diatur 

melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam sebagai konsep pembaruan. Perihal waris mewaris terdapat 3 (tiga) 

unsur pokok yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. 

Pewaris ialah orang yang telah meninggal dan meninggalkan suatu 

hal yang dapat dialihkan kepada orang yang masih hidup serta berhak 

menerima peninggalan tersebut.6 Pasal 171 huruf c KHI menyatakan bahwa 

ahli waris ialah seseorang yang memiliki hubungan nasab atau perkawinan 

dengan pewaris, menganut agama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum 

untuk menjadi ahli waris. Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan 

oleh pewaris (tirkah). Ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta 

waris, harta tersebut harus diberikan kepada pihak yang berhak 

menerimanya.7 Sehingga, hukum waris Islam telah mengatur bagian-bagian 

 
5 Fadhilah, N. (2021). PEMBARUAN HUKUM WARIS ISLAM: WASIAT WAJIBAH MESIR DAN 

RELEVANSINYA DENGAN KONSEP WARIS PENGGANTI INDONESIA. Jurnal Syari'ah & Hukum, 41. 
 

6 Andi Chandra Kurniawan, P. I., Loc. Cit. 
7 Hadikusuma, H. (2015). Hukum Waris Adat. Bandung: Citra Aditya Bakti. 40. 
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yang didapatkan oleh ahli waris dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 11 

dan Buku II KHI tentang Hukum Kewarisan.  

Namun, yang sebenarnya terjadi dalam pembagian warisan, 

penduduk muslim di Indonesia tidak selalu berdasarkan hukum Islam. Salah 

satunya yaitu menggunakan Perjanjian Waris. Hal ini merupakan suatu 

persepsi yang tidak dapat ditolak begitu saja dikarenakan budaya dan adat 

sangat berpengaruh terhadap pembagian harta waris oleh ahli warisnya.8 

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 

menerangkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau 

lebih. Sedangkan, waris yaitu peralihan hak kepemilikan dari seseorang 

yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup dapat berupa 

tanah, bangunan, uang atau apapun yang dimiliki oleh pewaris.9 Secara garis 

besar dapat diketahui bahwa Perjanjian Waris adalah suatu kesepakatan 

antar ahli waris pada proses pembagian harta warisan yang ditinggalkan 

oleh pewaris.10 Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa pada saat 

 
 

8 Muhammad Agung Ilham Affarudin, D. (2021). Implementasi Pasal 183 KHI dalam 
Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Maslahah Mursalah). Al-
Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol. 24 No. 2, 388. 
 

9 Mia Kartika, I. H. (2021). Pandangan Tokoh Agama Tentang Harta Hibah Yang Dianggap 
Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam. Maqasidi Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 
1, 29. 
 

10 Lili Anggraini, J. N. (2021). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian 
Waris Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Bathin III Kabupaten Bungo. Zaaken: 
Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2, 187. 
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melakukan pembagian waris melalui perjanjian waris tidak selaras dengan 

hukum Islam. 

Kewarisan ialah ilmu yang berkaitan dengan hak milik, sehingga 

sangat rentan terjadinya sengketa apabila pembagiannya tidak dilakukan 

secara transparan dan berdasar pada aturan hukum yang jelas.11 Sengketa 

merupakan kondisi di mana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak 

lainnya dan menyampaikan kerugiannya pada pihak kedua. Singkatnya, 

sengketa merupakan suatu perselisihan dua atau lebih pihak yang mana 

setiap pihak berusaha saling mempertahankan pendapatnya.12 Berbagai 

faktor dapat memicu timbulnya sengketa waris seperti perselisihan, 

kepalsuan salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan, ketidaktahuan 

para pihak yang mengakibatkan suatu pandangan yang berbeda.13 Sengketa 

waris juga tidak jarang disebabkan karena harta waris yang tidak 

disegerakan untuk diberikan kepada para ahli waris yang memiliki hak 

bahkan setelah sekian lama si pewaris meninggal.14 Selain itu dapat juga 

terjadi karena adanya kasus munasakhah yang artinya kasus kewarisan yang 

sebelumnya belum diselesaikan dalam pembagiannya, namun muncul 

masalah kewarisan yang baru.15 

 
11 Ibid. 182. 
12 Atika Puspita Sari, M. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan: Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. 0148/Pdt.G/P.A KLK/2017. Journal of Lex Generalis (JLS) 
Volume 3, Nomor 2, 80. 
 

13 Zein, S. E. (2005). Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis 
Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah. Jakarta: Sinar Grafika. 234. 
 

14 Atika Puspita Sari, M. H., Op. Cit. 
15 Syarifuddin, A. (2015). Edisi Kedua: Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media 

Group. 156. 
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Seperti halnya dalam perkara kewarisan yang diadili oleh 

Pengadilan Agama Klaten. Pada perkara tersebut AM (pewaris) meninggal 

dunia pada tahun 1996 dan meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah 

pekarangan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya dengan Sertifikat 

Hak Milik (SHM) Nomor 121 atas nama AM serta lima orang ahli waris 

yaitu dua anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Kesemuanya merupakan 

anak kandung dari pewaris. Awalnya, harta warisan tersebut belum dibagi 

hingga empat dari lima ahli waris telah meninggal. Hingga pada tahun 2023 

telah disepakati pembagian harta waris melalui Perjanjian Waris yang 

dihadiri dan ditandatangani oleh para ahli waris maupun ahli waris 

pengganti serta bersedia untuk melakukan pecah sertifikat. Namun, pecah 

sertifikat tersebut belum dilakukan dikarenakan terdapat pihak yang belum 

siap untuk menanggung biayanya.  

Penggugat (Mtf) yang merupakan suami dari almarhumah anak 

kedua pewaris (Mfn) merasa tidak diterima dan dirugikan karena pecah 

sertifikat tidak segera dilaksanakan, tidak diperbolehkan untuk menghadiri 

musyawarah Perjanjian Waris, dan tidak menguasai objek sengketa. Maka 

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Klaten dan meminta 

agar dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) serta membagi harta 

warisan tersebut secara munasakhah. Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Klaten dalam Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt menolak gugatan 

Penggugat untuk melakukan sita jaminan dan menyatakan Perjanjian Waris 

tersebut sah untuk dilaksanakan. 
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Perkara kewarisan serupa juga ditangani oleh Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan. Pewaris (SMG) meninggal sejak tahun 2022 dan 

meninggalkan empat ahli waris yang semuanya adalah anak kandung 

pewaris. Tiga anak dari suami pertama dan satu anak perempuan dari suami 

kedua. Penggugat (NSID) merupakan anak kandung pewaris dengan suami 

yang kedua. Salah satu ahli waris telah meninggal lebih dahulu dan 

meninggalkan dua anak kandung yang menjadi ahli waris pengganti.  

Tepat pada bulan Agustus 2023, Penggugat dan Para Tergugat 

secara sukarela membagi harta warisan secara merata melalui Perjanjian 

Waris. Alasan Penggugat mengajukan gugatan yaitu untuk menetapkan ahli 

waris yang memiliki hak karena sesuai pasal 174 KHI, cucu tidak termasuk 

dalam kelompok ahli waris dan untuk menyatakan telah terjadi kesepakatan 

perjanjian pembagian warisan antara Penggugat dan Para Tergugat 

mengenai bagiannya masing-masing, selain itu juga objek waris dikuasai 

oleh Para Tergugat. Majelis Hakim pada Putusan Nomor 3536/Pdt.G/PA. 

JS mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya termasuk dalam hal 

memberlakukan Perjanjian Waris yang telah disepakati. Berdasarkan 

penjelasan latar belakang Penulis, batasan dari tulisan ini yaitu terkait 

dengan pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus sengketa 

kewarisan serta kedudukan perjanjian waris berdasarkan Putusan Nomor 

0219/Pdt.G/PA. Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS. Maka 

dari itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“KEDUDUKAN PERJANJIAN WARIS DALAM PENYELESAIAN 
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SENGKETA KEWARISAN (Analisis Putusan Nomor 

0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

Penulis teliti pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa 

waris pada Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan 

Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS? 

2. Bagaimana kedudukan perjanjian waris berdasarkan Putusan Nomor 

0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. 

JS? 

C. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah yang akan Penulis teliti di atas memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyelesaikan 

sengketa kewarisan khususnya dalam Putusan Nomor 

0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. 

JS. 

2. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian waris berdasarkan Putusan 

Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 

3536/Pdt.G/2023/PA. JS. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, 

khususnya bagi bidang yang Penulis teliti, manfaat tersebut di antaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim 

dalam menyelesaikan sengketa waris. 

b. Memberikan sedikit bahan informasi ilmiah terkait 

kedudukan perjanjian waris berdasarkan putusan pengadilan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai 

sengketa waris dan kedudukan perjanjian waris dalam 

putusan pengadilan. 

b. Mengimplementasikan dan memperluas ilmu yang Penulis 

dapatkan di bangku perkuliahan. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan bahwa kematian 

seseorang adalah salah satu peristiwa hukum. Apabila peristiwa hukum 

terjadi maka timbullah akibat hukum yang dapat berupa hak maupun 

kewajiban. Kematian seseorang menimbulkan kewajiban baik bagi anggota 

keluarga maupun orang lain untuk merawat, memandikan, mengurus, dan 

mengubur jenazahnya. Selain kewajiban, kematian juga memunculkan hak 

bagi para anggota keluarganya yang memiliki hubungan nasab dan 

hubungan perkawinan, yakni hak waris. 

Hak waris adalah suatu peralihan hak keperdataan seseorang yang 

telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Umumnya, 

perpindahan hak ini berupa harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris atau 

yang biasa disebut harta waris, baik benda bergerak atau benda tidak 

bergerak. 

Hakikatnya, harta warisan tidak diperbolehkan apabila hanya 

dikuasai oleh satu orang ahli waris, kecuali bila hanya ada satu ahli waris. 

Sehingga, harta warisan haruslah diberikan kepada ahli waris yang memiliki 

hak sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Porsi ini seharusnya 

dimaknai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan 

tetapi, pada praktiknya pembagian warisan sesuai porsi masing-masing ini 

dimaknai sejauh para ahli waris sepakat akan bagiannya tersebut. Seperti 

halnya pada pembagian waris melalui Perjanjian Waris yang dibuat oleh 

ahli waris. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa substansi 

perjanjian waris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. 
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Pembagian harta waris melalui Perjanjian Waris juga tidak menutup 

kemungkinan akan terjadi sengketa setelah perjanjian tersebut dibuat. 

Berbagai faktor dapat memengaruhi sengketa kewarisan meskipun telah 

menyepakati Perjanjian Waris seperti ada pihak yang merasa dirugikan 

karena tidak menguasai objek sengketa, perjanjian tidak dilakukan dengan 

transparan, bahkan sengketa kewarisan dapat terjadi karena terlalu lamanya 

dilakukan pecah sertifikat. Sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut 

mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan yang berwenang. 

Secara materiil, bagian waris bagi setiap ahli waris telah diatur 

dengan jelas dalam Al-Qur’an, khususnya pada Surat An-Nisa ayat 11, 12, 

dan 176 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, karena semakin 

kompleksnya permasalahan kewarisan yang terjadi maka diperlukan pula 

ijtihad oleh para ahli agama. Begitu pula para hakim dalam mengadili dan 

memutus suatu perkara diharapkan tidak hanya berdasarkan ketentuan-

ketentuan secara materiil melainkan juga mempertimbangkan aspek 

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang terorganisir, dilakukan 

dengan pendekatan ilmiah, memiliki tujuan guna memperoleh data baru 

untuk membuktikan atau membantah kebenaran suatu fenomena.16 

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah dengan menggunakan pemikiran 

 
16 Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika. 2. 
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dan metode tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui suatu 

penganalisisan.17 

Penelitian ini akan dilaksanakan oleh Penulis dengan meneraapkan 

metode penelitian sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan 

pendekatan kasus (case approach). Penelitian yuridis normatif 

(doktrinal) ialah penelitian yang dilaksanakan dengan 

menitikberatkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta 

literatur dan buku-buku yang berkorelasi dengan hubungan hukum, 

terutama mengenai putusan pengadilan yang berhubungan dengan 

penyelesaian sengketa kewarisan.18 Pendekatan kasus (case 

approach) adalah pendekatan yang dilaksanakan dengan tujuan 

mempelajari norma-norma hukum yang dilaksanakan dalam praktik 

hukum, khususnya terhadap perkara-perkara yang diputuskan oleh 

pengadilan.19 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang Penulis gunakan yaitu penelitian 

bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan subjek dan 

 
17 Moh. Askin, M. (2023). PENELITIAN HUKUM NORMATIF Analisis Putusan Hakim. Jakarta: 

KENCANA. 6. 
 

18 Waluyo, B., Op. Cit. 
 

19 Moh. Askin, M, Op. Cit. 36. 
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objek sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.20 Penulis akan 

meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan suatu 

sengketa kewarisan dan kedudukan perjanjian waris berdasarkan 

Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 

3536/Pdt.G/2023/PA. JS. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder. 

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber resmi seperti 

dokumen, buku-buku yang berkorelasi dengan objek penelitian, 

serta laporan hasil penelitian termasuk skripsi, tesis, disertasi 

maupun peraturan perundang-undangan.21 Singkatnya, data 

sekunder ialah data yang didapat dari literatur atau sumber lain yang 

bukan termasuk sumber utama. Data sekunder memuat tiga bahan 

hukum yakni sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek) 

3) Putusan Pengadilan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. 

Klt 

 
20 Solikin, N. (2021). PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, 1st ed. Pasuruan: 

CV. Penerbit Qiara Media. 
21 Ali, Z. (2010). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 175. 
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4) Putusan Pengadilan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, 

jurnal penelitian, skripsi, tesis, internet, dan literatur lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan sumber-sumber informasi 

yang memiliki keterkaitan dengan bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) adalah salah satu bahan hukum tersier yang Penulis 

gunakan dalam penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Setiap penelitian yang dilaksanakan dipastikan memerlukan 

pengumpulan data. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang 

diterapkan yaitu studi kepustakaan (library research), di mana 

Penulis mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, 

putusan pengadilan, dan tulisan lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

Dikarenakan penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode 

analisis yang diterapkan ialah metode berpikir deduktif. Metode 

berpikir deduktif ialah cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari 

sesuatu yang bersifat umum dan telah dibuktikan kebenarannya serta 
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kesimpulan tersebut ditujukan kepada sesuatu yang bersifat 

khusus.22 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian ini akan disusun dengan format penulisan hukum. 

Format penulisan hukum ini terdiri atas empat bab yang mana nantinya pada 

setiap bab akan terdiri atas sub-sub bagian. Sub bagian tersebut 

dimaksudkan guna memudahkan dalam memahami isi penelitian. 

Sistematika penulisan penelitian ini yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan 

BAB II: LANDASAN KEPUSTAKAAN 

A. Tinjauan Umum tentang Peristiwa Hukum 

B. Tinjauan Umum tentang Waris 

C. Tinjauan Umum tentang Konsep Munasakhah 

D. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Waris 

E. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim 

 
22 Hidayat, S. &. (2002). Metodologi Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju. 23. 
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BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Waris pada 

Putusan Nomor 0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 

3536/Pdt.G/2023/PA. JS 

B. Kedudukan Perjanjian Waris Berdasarkan Putusan Nomor 

0219/Pdt.G/2024/PA. Klt dan Putusan Nomor 3536/Pdt.G/2023/PA. JS 

BAB IV: KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


